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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “Analisis
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap penerapan sanksi tindak
pidana Narkotika Gol I (Studi Direktori MA Nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks)”. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menjawab
pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana dasar
pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan nomor:
1267/Pid.sus/2019/Pn.Mks tentang tindak pidana narkotika Golongan I. Dan
bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap
pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/Pn.Mks tentang
tindak pidana narkotika Golongan I.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab
permasalahan tersebut yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan penelitian yang
menghasilkan data deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakuakn penulis
yaitu melalui dokumentasi dan studi pustaka selanjutnya data disusun dan
dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang
khusus dan analisis menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana narkotika, Hakim memutuskan
dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.
Dimana Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu pasal Pasal
114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Dalam hal ini Hakim memilih menggunakan pasal 112 karena
unsur-unsurnya telah terpenuhi, dalam pasal tersebut tertera pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000 (delapan miliyar rupiah), akan tetapi Hakim hanya menjatuhi
hukuman 2 (dua) tahun penjara tanpa pidana denda. Sedangkan menurut hukum
Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika tidak dijelaskan dalam al-
Qur’an dan Hadis akan tetapi narkotika dapat di giyaskan dengan khamr, untuk
sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkotika termasuk dalam jarimah takzir yang
berarti jenis hukuman dan berat ringannya ditentukan oleh penguasa setempat.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada pihak-pihak
yang terkait dalam memutus dan mempertimbangkan suatu perkara sesuai dengan
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hukuman yang
diberikan terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera dan bisa menjadikan
pelajaran bagi masyarakat sekitarnya. Supaya dikemudian hari tidak terulang
kembali kejadian yang serupa apabila hukuman yang diberikan sebanding dengan
apa yang dilakukan oleh pelaku.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalagunaan narkotika saat ini telah menjalar keberbagai
kalangan baik kaya maupun miskin baik muda maupun tua bahkan anak-
anak yang masih di bawah umur. Penyalagunaan Narkotika dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya dapat merugikan
kader-kader penerus bangsa.

Di negara Indonesia penyalagunaan Narkotika merupakan masalah
yang sangat mengkhawatirkan, terutama terhadap kalangan remaja yang
berada di lingkungan bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua.
Indonesia sekarang tidak hanya berada di posisi transit, melainkan sudah
menjadi daerah produsen dan daerah pemasaran narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif."

Penyebaran narkotika di Indonesia sangat meluas dan juga
meresakan masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen
Pol Heru Winarko menyebutkan, ada peningkatan peredaran narkoba

selama Tahun 2019 dari Tahun sebelumnya sebesar 0,03%. Pengguna

'o.c Kaligis and Associater, Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia (Bandung: Alumni, 2002), 1.



paling banyak berusia 16 Tahun hingga 65 Tahun dan menembus angka
kurang lebih 3,6 juta orang yang menggunakan narkoba.’

Penyalahgunaan narkotika paling banyak dilakukan pekerja
termasuk pekerja kantoran. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional
(BNN), pekerja yang menyalahgunakan narkoba mencapai 50,34%,
kemudian disusul pelajar 27,32%, dan mereka yang tidak bekerja sebayak
22,34%. Jika seorang pekerja menyalahgunakan narkoba, maka hal
tersebut biasanya disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor
penyebab itu adalah stres di tempat kerja, memiliki pendapatan ( uang
berlebih), butuh pengalihan (refreshing), kurangnya iman, ditawari teman
(pergaulan), dan rasa cemas serta kesepian (mental health).®

Negara Indonesia telah melakukan upaya penanggulangan
penyalagunaan narkotika, akan tetapi penanggulangan penyalagunaan
narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, meskipun demikian
di negara kita tetap berusaha untuk memberantasnya. Salah satu usaha
yang dilakukan pemerintah dalam menganggulangi penyalagunaan
narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan bidang
hukum. Upaya tersebut difasilitasi pemerintah dalam bentuk Inpres RAN
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika (P4GN) No 2 Tahun 2020.

? Ronald Chaniago, “Kepala BNN: Pengguna Narkoba pada Tahun 2019 Tembus 3,6 Juta Orang”,
dalam  https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-
tembus-36-juta-orang, diakses pada 05 Januari 2021.

® Fabiola Febrinastri, “BNN: Penyalahgunaan Narkoba Paling Banyak Dilakukan oleh Pekerja”,
dalam https://www.suara.com/news/2020/07/30/112418/bnn-kasus-penyalahgunaan-narkoba-
paling-banyak-dilakukan-oleh-pekerja diakses pada 05 Januari 2021.



https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang
https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang
https://www.suara.com/news/2020/07/30/112418/bnn-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-dilakukan-oleh-pekerja
https://www.suara.com/news/2020/07/30/112418/bnn-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-dilakukan-oleh-pekerja

Dalam bidang kedokteran narkotika dan psikotropika merupakan
obat atau bahan yang bermanfaat bagi pengobatan, pelayanan kesehatan,
dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi apabila disalahgunakan
atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan
dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan bagi individu
maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.*

Penyalahgunaan narkotika sangatlah berbahaya, karena selain akan
membawa pengaruh terhadap diri yang mengunakan dimana ia akan
kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika, jika tidak
dicegah maka narkotika yang telah digunakan akan semakin kuat dan
bertambah dosisnya. Apabila ini terjadi maka pecandu untuk memenuhi
kebutuhannya, akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya
dan kemungkinan akan melakukan tindakan kejahatan. Sebagaimana Andi
Hamzah mengatakan bahwa narkotika dapat merusak bukan hanya orang
yang menggunakannya akan tetapi juga dapat merusak masyarakat sekitar.
Akibatnya yang fatal dapat merusak tatanan kehidupan sosial, budaya,
agama dan ekonomi bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan
penyakit sosial lainnya.”

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses
yang cukup panjang dan melibatkan berbagai kewenangan instasi atau
aparat penegak hukum lainnya, contohnya apabila di bidang penegakan

hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut

* Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.
> Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dan Komentarnya (Bandung: Pradnya
Paramita, 1997), 72.



umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak
dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan demikian harapannya
penegakan hukum ini mampu menjadi faktor penangkal terhadap
bayaknya peredaran narkotika.®

Narkotika pada saat ini sangat mudah di dapatkan karena peredaran
narkotika dapat dilakukan dengan bebagai cara salah satunya dilakukan
secara online. Bagi kalangan muda bukanlah hal yang tabu lagi untuk
melakukan transaksi jual-beli secara online, karena perkembangan
teknologi saat ini sudah sangat pesat maka dari itu sekarang banyak orang
melakukan transaksi jual-beli secara online tanpa adanya pertemuan.’
Suatu transaksi jual-beli secara online bukanlah hal yang negatif dilakukan
apalagi pada saat pandemi ini transaksi jual-beli sangat bermanfaat bagi
masyarakat karena tidak boleh terlalu sering berada ditempat keramaian,
namun apabila jaringan ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab akan menimbulkan dampak negatif. Apalagi hal ini sangat
mempermudah jaringan pengedar narkotika dalam menjual obat-obatan
terlarang tersebut.

Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

® Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 4.
" Clarissa Meidy Paulus, “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto
36 Gram (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL),” Jurnal Hukum Adigama (2015): 2.



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.®

Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
memberi pengetahun tentang bahaya narkoba agar tidak terjerumus dalam
penyalahgunaan narkotika. Dalam tindak pidana tersebut ditetapkan
ancaman pidana lebih berat, minimum dan maksimum dalam hukuman
pidana penjara dan hukuman denda mengingat tingkat bahaya yang
ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.

Penerapan sanksi hukuman akibat penyalahgunaan narkotika dalam
prespektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif sanksi
hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-
undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam
hukum Islam narkotika meiliki kesamaan dengan khamar karena haram
untuk dikonsumsi karena selain menghilangkan akal juga bisa
memabukkan. Maka hukuman bagi pengguna narkotika dalam hukum
Islam adalah dihukum dengan takzir.

Takzir adalah sanksi yang diberlakukan bagi pelaku jarimah yang
melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak
kemanusiaan. Takzir tidak termasuk kedalam golongan hukuman hudud
atau kafarat karena takzir tidak ditentukan secara langsung dalam Al-

.. . 4. . 9
Qur’an dan sunnah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.

8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
% Nurul Irfan, Figih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 140.



Dalam al-Qur’an menyebutkan sesuatu yang dapat memabukkan
disebut khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun
khamr dan narkoba berbeda bentuknya akan tetapi memiliki cara kerja
yang sama Yyaitu sama-sama memabukkan dan merusak fungsi akal
manusia. Zat yang memabukkan haram hukumnya dikonsumsi oleh
manusia hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis.

Hadis yang menyebutkkan tentang pengharaman narkotika yaitu
Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

(phos o) 5 S 885 20 Sea 48 il gl Jo it 325 06 522 o 22
Artinya: setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang
memabukkan adalah haram (HR. Muslim).*°

Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat dalam al-Qur’an,
sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90 yang
berbunyi:

Hosa oS0 2 G o ek 22 52 ¢ Y 5 & ety s 5 e BT Gl
Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S al-Maidah: 90)

Dalam al-Qur’an tidak dijelaskan hukuman yang jelas bagi

pengguna narkotika, namun karena memiliki dampak yang sangat buruk

19 Ma’mur Daud, Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid I, 11, I1l, & IV (Jakarta: Klang Book
Centre, 2005), 83.

I Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahnya (Jakarta:
Fokusmedia, 2010), 123.



bagi penggunanya maka sudah sewajarnya dihukum dengan hukuman
yang sangat berat.

Khamr atau narkotika biasanya dapat menurunkan seseorang
kederajat yang paling rendah dan hina karena dapat memberikan efek
memabukkan dan melemahkan seseorang yang telah menggunakan
narkotika. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau
khamr dilaknat oleh Allah, baik pembuatnya, pemakainya, penjualnya,
pembelinya, penyuguhannya dan orang-orang yang disuguhi.*?

Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk jarimah
takzir akan tetapi hanya menyebutkan hukuman dari yang paling ringan
sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk menentukan
hukuman yang sesuai. Takzir berlaku bagi semua orang yang melakukan
kejahatan syaratnya adalah berakal sehat, tidak membedakan antara laki-
laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun
muslim.

Kasus tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri
Makassar nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS terdakwa yang tanpa hak
atau melawan hukum menyimpan, memakai, memiliki, dan menguasai
narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Dalam direktori

putusan tersebut Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara

2 Nurul Mubayyinah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi
Putusan Nomor 153/Pid.sus/2016/PN.SDA)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).



sah melakukan tidak pidana narkotika yang tercantum dalam pasal 112
ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*?

Adapun bunyi dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika yaitu “setiap orang tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
golongan | bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 8.000.000.000.00,- (delapan miliyar rupiah).**

Dalam putusan ini Jaksa penuntut umum menutut dengan dakwaan
alternatif dimana dakwaan yang pertama menggunakan pasal 114 ayat (1)
Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
dakwaan kedua menggunakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Oleh karena itu Hakim memutuskan mengadili menggunakan
dakwaan yang kedua karena telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu pasal
112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tidak dikenai hukuman pidana
denda. Jika dilihat dari bunyi pasal yang telah didakwakan oleh Hakim
semua pasal yang tercantum terdapat hukuman pidana penjara dan pidana
denda, tetapi dalam didalam putusan Hakim hanya terdapat hukuman

pidana penjara.

13 putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I.
14 pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Berdasarkan penjelasan diatas terlihat ada suatu masalah dalam
penegakan hukum yang dilakuakan Hakim dalam mengambil keputusan
kasus ini. Menurut penulis putusan Hakim yang dijatuhkan belum dapat
memberikan efek jera kepada terdakwa karena hanya dikenai hukuman
pidana penjara di bawah minimal yang tidak sesuai dengan Undang-
undang yang telah didakwakan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis
permasalahan tersebut dengan penelitian dengan judul “Analisis Hukum
Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Penerapan Sanksi
Tindak Pidana Narkotika Golongan | (Studi Direktori MA Nomor:
1267/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)

Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah landasan
hukum yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan perkara tanpa hak
atau melawan hukum memiliki narkotika golongan | bukan tanaman jenis
shabu-shabu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan juga

analisis Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas tentang tindak
pidana narkotika golongan I, maka penulis mengidentifikasikan masalah

sebagai berikut:
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Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri
Makassar nomor 1267/Pid.sud/2019/PN.MKS yang mana terdakwa
dihukum pidana penjara selama 2 Tahun.

Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri
Makassar nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS yang mana terdakwa
tidak dikenai pidana denda.

Sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika tanpa hak
atau melawan hukum memiliki narkotika golongan | bukan tanaman
jenis shabu-shabu dalam pasal 112 ayat (1).

Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam
putusan nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana

narkotika golongan 1.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar tidak membahas

permasalahan terlalu jauh maka penulis akan membatasi masalah sebagai

berikut:

1.

2.

Dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan
nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana narkotika
golongan I.

Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap
pertimbangan Hakim dalam putusan nomor
1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana narkotika golongan
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C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi
dalam putusan nomor: 1267/Pid.Sus/2019/Pn.Mks tentang tindak
pidana narkotika golongan 1?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
terhadap  pertimbangan Hakim  dalam  putusan  nomor:

1267/Pid.Sus/2019/Pn.Mks tentang tindak pidana narkotika golongan

1?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah
ada.” Akan tetapi skripsi yang penulis bahas berbeda dengan sekripsi yang
telah ada meskipun memiliki kesamaan tema, adapun skirpsi yang
memiliki kemiripan dengan yang penulis bahas ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Jannah Rustam pada tahun 2019,
jurusan Hukum Publik Islam yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana
Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana narkotika (studi putusan nomor 323/Pid.sus/2015/PN.NJK)”.

Skripsi ini lebih memfokuskan kepada hukuman pidana Islam dan

15 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya:
t.p., 2020), 8.
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pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman pada
kasus pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.™

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mubayyinah pada Tahun 2019 jurusan
Hukum Publik Islam, yang berjudul “Analisis hukum pidana Islam
terhadap tindak pidana narkotika  (studi  putusan  nomor
153/Pid.sus/2016/PN.SDA)”. skripsi ini lebih memfokuskan kepada
pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana
narkoba sebagai perantara jual beli narkotika golongan 1 bukan
tanaman."’

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aulia Sari pada tahun 2017 jurusan IImu
Hukum, yang berjudul “Analisis pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan narkotika (studi putusan
Pengadilan Negeri Polman nomor 186/Pid.sus/2016/PN.POL)”. skripsi
ini lebih  memfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam
memutuskan sanksi pidana penjara dibawah minimal terhadap
pengedar narkotika yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah

dihukum.*®

Perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan tiga skripsi yang

telah dijelaskan diatas adalah penulis membahas tentang Analisis Hukum

'® Wardatul Jannah Rustam, “tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap tindakan pemufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana narkotika (studi Putusan Nomor 323/Pid.sus/2015/PN.NJK)”,
(Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

" Nurul Mubayyinah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi
Putusan Nomor 153/Pid.sus/2016/PN.SDA)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

" Nur Aulia Sari, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada
Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman Nomor
186/Pid.sus/2016/PN.POL)”, (Skripsi-UIN Alauddin, Makassar, 2017).
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Pidana Islam dan Hukum positif terhadap penerapan sanksi dalam putusan
nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana narkotika
golongan | yang mana dalam putusan ini hakim memutuskan pidana
penjara dibawah minimal dan tidak dikenai pidana denda terhadap
terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I

bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk
mendapat gambaran terhadap pembahasan dan topik yang nantinya akan
diteliti oleh peneliti. Namun tidak dipungkiri bahwa penelitian yang
dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau

masukkan dalam penelitian ini.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar

penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Adapun tujuan dari

peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan
sanksi dalam putusan nomor: 1267/Pid.Sus/2019/Pn.Mks/ tentang
tindak pidana narkotika golongan I.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana

positif terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan nomor:
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1267/Pid.Sus/2019/Pn.Mks tentang tindak pidana narkotika golongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:
1. Secara teoritis

a. Manfaat dari penelitian ini sebagai upaya untuk menambah dan
memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan
wawasan terhadap hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap
penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan
pidana narkotika.

2. Secara praktis
Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan pada

perkara pidana khususnya tindak pidana narkotika di Indonesia.

G. Definisi Operasional
Dalam mendefiniskan dan memahami penelitian ini agar tidak
terjadi kesalahpahaman maka penulis akan mendeskripsikan pengertian

dari judul skripsi sebagai berikut:
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1. Analisis: sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai.
Membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut
kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

2. Hukum pidana Islam: aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-
ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang
bersumber dari al-Qur’an dan sunnah serta pendapat para Mujtahid dan
Fugaha, yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud,
gisash dan takzir atau diyat.*®

3. Hukum pidana: suatu ketentuan hukum atau Undang-undang yang
menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman
sanksi bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.

4. Narkotika: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampal menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan.?

5. Golongan I: narkotika yang hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu
pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai
potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
Contohnya opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinon,

tanaman KHAT, dan lain-lainnya.

1% Arif Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.
® YU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
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H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri merupakan sarana
yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta
mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif
dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini
menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang
menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur
yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.?* Untuk mendapatkan
hasil penelitian yang baik dalam menjawab beberapa persoalan dalam
penulisan ini maka menggunakan metode:

1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai
tindak  pidana  narkotika ~golongan | dalam  putusan
No0.1267/Pid.sus/2019/PN.MKS.
2. Sumber data
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh
secara langsung dari obyek penelitian.?? Dalam penelitian tindak

pidana narkotika golongan | putusan pengadilan negeri makassar

2! Nurul Qamar et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (Makassar: CV. Social
Politic Genius (SIGn), 2017), 8.
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.
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nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS sumber data yang diperoleh
antara lain:
1) Salinan putusan pengadilan negeri makassar nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.MKS.
2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
3) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh
secara tidak langsung dari obyek penelitian, misalnya berupa buku-
buku atau bahan-bahan pustaka lainnya.?® Dalam penelitian ini data
yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus
hukum, kamus umum dan media sosial yang berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan.
3. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah teknik studi dokumentasi dan studi pustaka. Diantaranya
adalah:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan teknik menelaah
dokumen,?* yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.MKS.

b. Studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan refrensi dari buku

(baik dalam teori hukum pidana positif maupun hukum pidana

23 H
Ibid.
2% Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 65.
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Islam), jurnal hukum, artikel dan sebagainya yang berkaitan
dengan analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

terhadap tindak pidana narkotika golongan 1.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

bentuk uraian dan disusun sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari

segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan, dan
kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya guna
relevansi dan keseragaman.”® Dalam hal ini penulis akan
memeriksa kembali kelengkapan data-data dari putusan nomor

1267/Pid.sus/2019/PN.MKS.

. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang

telah diperoleh.”® Dalam hal ini penulis akan menyusun data dan
membuat sistematika pemaparan yang akan disusun pada BAB I,
yaitu membahas teori Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana

Positif tentang tindak pidana narkotika golongan I.

. Analyzing, yaitu menganalisis antara Hukum Pidana Islam dan

Hukum Pidana Positif terhadap penerapan sanski dalam putusan
nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana

narkotika golongan I.

5. Teknik analisis data

2> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1969), 50.

26 |pid., 51.
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Teknik deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara
memaparkan data dengan apa adanya. Dalam hal ini data tentang
pertimbangan hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan nomor
1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana narkotika golongan
I, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam.

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari fariabel
yang bersifat umum, yaitu teori hukum pidana Islam yang kemudian
diaplikasikan dalam fariabel yang bersifat khusus, yaitu pertimbangan
hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan nomor
1267/Pid.sus/2019/PN,MKS tentang tindak pidana narkotika golongan

Sistematika Penulisan

Sistematika  pembahasan  bertujuan untuk  mempermudah
pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami
permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah. Oleh karena itu,
dalam penulisan skripsi ini penulis akan menyusun penelitian ke dalam 5
(lima) Bab pembahasan. Yang terdiri dari sub-sub Bab yang masing-
masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian
yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut adalah

sebagai berikut:
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang
pengertian narkotika dalam hukum Islam dan positif, macam-macam
narkotika, macam-macam tindak pidana narkotika, macam-macam
jarimah dan hukuman takzir.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai deskripsi putusan
No: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana narkotika golongan
l.

Bab keempat, merupakan analisis pertimbangan Hakim dalam
hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi dalam putusan Pengadilan
Negeri Makassar nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak
pidana Narkotika golongan I.

Bab kelima, merupakan kesimpulan yang memuat jawaban dari
pokok masalah yang telah dianalisis pada Bab-bab sebelumnya. Dan
terdapat saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya

Hukum Pidana Islam.



BAB Il

NARKOTIKA MENURUT KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Narkotika dalam Prespektif Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Khamar (Narkotika)

Dalam al-Quran maupun Hadis tidak terdapat istilah narkoba, akan
tetapi dalam al-Quran dan Hadis hanya menyebutkan istilah khamar
sebagai minuman keras atau arak yang dapat memabukkan. Secara
etimologis khamr dalam bahasa arab berarti sesuatu yang menutup.
Meskipun khamr dan narkoba berbeda bentuknya akan tetapi keduanya
memiliki cara kerja yang sama yaitu sama-sama memabukkan,
merusak fungsi akal manusia.”’

Sedangkan secara terminologis menurut beberapa pandangan
khamar, yaitu:*®
a. Menurut Muhammad Ali Al-shabuni, khamar adalah sesuatu yang

dapat memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya.

Disebut khamar karena dapat menghilangkan akal.

b. Menurut Al-Anshari, khamr vyaitu segala sesuatu yang

memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik

2 Syafi’l Ahmad, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 6, no. 2 (2009): 226.
28 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana, 2019), 167-168.

21
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dinamakan khamr maupun bukan, baik yang mengakibatkan
mabuk itu sedikit maupun banyak.
c. Menurut Fatwa MUI, khamr adalah minuman memabukkan, baik

terbuat dari anggur maupun lainnya, baik dimasak atau tidak.?

Khamar atau minuman keras adalah minuman yang dapat
mengakibatkan seseorang mabuk, apapun asalnya. Imam Syafi’i, Imam
Ahmad dan Imam Malik seperti yang dikutip H.A. Djazuli
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah minuman
yang dapat memabukkan, baik disebut khamr ataupun yang lainnya.
Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr
diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak dan
keharamannya terdapat pada dzatnya. Minuman lain yang bukan
khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada
minuman itu sendiri (dzatnya), akan tetapi pada minuman terakhir
yang mengakibatkan mabuk. Jadi menurut Abu Hanifah, minum
minuman memabukkan selain khamr sebelum minum terakhir tidak

diharamkan.*°

Larangan mengkomsumsi khamr dalam Islam dilakukan secara

bertahap yaitu:*

2% Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

%0 Marsaid, Al-Figih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Islam, ed.
Juhari, 1st ed. (Palembang: Rafah pres, 2020), 168.

31 Ahmad, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 226—

2217.
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a. Menginformasikan bahwa narkoba memang bermanfaat akan tetapi
lebih besar bahayanya. Terdapat dalam Firman Allah Q.S Al-
Bagarah ayat 219.

b. Menekankan bahwa narkoba dapat mengakibatkan seseorang
kehilangan akal dan keseimbangan emosi. Dalam al-Qur’an Allah
SWT melarang hambanya melakukan shalat apabila dalam keadaan
mabuk. Terdapat dalam Firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 43.

c. Menegaskan bahwa narkoba merupakan bagian dari kebiasaan
setan yang haram untuk dikonsumsi kecuali digunakan untuk
pengobatan. Terdapat dalam Firman Allah Q.S Al-Ma’idah ayat

90.

Khamr dalam pandangan Islam merupakan salah satu faktor utama
timbulnya suatu kejahatan. seperti halnya menimbulkan kebencian dan
permusuhan antar sesama manusia, menghalangi orang berdzikir,
mengahalangi orang melakukan shalat, mengahalangi hati dari sinar
hikmah, dan merupakan perbuatan syetan.** Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90-91 sebagai

berikut:

Bt Kl spa 6 ot e 5 5ty £ Y 5 2 g sad 5 s BT s @ T

%2 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia) (Tanggerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama,
2018), 47.

%% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahnya, 123.
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman
keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan
anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

350 b aslial g 33 52 280agg a2 s Ualdisigiad oKy gt 81 ik s )
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Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah
bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu,
dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan

sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Diharamkannya mengonsumsi khamr karena khamr itu dapat
memabukkan. Perlu di garis bawahi bahwa meski ‘//at keharaman itu
mulanya adalah karena memabukkan, akan tetapi bukan berarti apabila
tidak mengakibatkan mabuk jadi tidak haram. Ketentuannya adalah
khamr itu diminum jadi mabuk ataupun tidak, diminum banyak ataupun
sedikit, kalau sudak termasuk kategori khamr, maka hukumnya tetap

haram. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW:®

b s skl

* bid.

% Ahmad Sarwat, 12 Hukum Terkait Khamar (jakarta selatan: rumah figih publishung, 2021), 8.
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“Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan maka sedikitpun

itu haram juga”.

Dalam kajian ilmu usul figih apabila sesuatu belum ditentukan
status hukumnya dalam al-Qur’an dan hadis maka bisa diselesaikan
melalui metode giyas. Jadi dalam hukum Islam narkotika dapat
digiyaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang mana

sudah disebut dalam al-Qur’an dan Hadis.*®

Dalam hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu,
penyalahguna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika.
Hukum Islam cenderung menyamakan semua katergori tersebut sebagai
pelaku penyalahgunaan narkotika. Terdapat perbedaan pendapat
mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika . ada yang
berpendapat bahwa sanksi penyalahgunaan narkotika adalah hudud dan

juga ada yang berpendapat bahwa sanksinya adalah takzir.*’

Sanksi hukuman berkaitan dengan berat ringannya bagi pemakai
khamr tidak disebutkan dalam al-Qur’an akan tetapi disebutkan dalam
petunjuk as-sunnah Nabi Muhammad, yaitu: “Telah menceritakan
kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami
Syuaib bin Ishak, telah menceritkan kepada kami Said bin Abi ‘Arubah

bin Bahdalah dari Zakwan Abi Shalih dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan

% Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia
Ban Hukum Pidana Islam,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, no. 2 (2017): 256.
Ibid.
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bahwa Rasulullah telah bersabda: “Apabila mereka meminum khamr,
maka hendaklah kamu dera/jilid, kemudian jika minum lagi maka
deralah ia, kemudian jika minum lagi derahlah ia, kemudian minum lagi

maka bunuhlah.”®

Sanksi bagi peminum khamr para ulama bersepakat bahwa dapat
dikenakan jarimah had berupa hukuman dera atau cambuk, baik sedikit
maupun banyak. Akan tetapi terdapat perbedaan mengenai jumlah
hukuman bagi peminum khamr yaitu dari kalangan madzhab Malikiyah
dan Hanafiyah berpendapat bahwa peminum khamr dikenakan sanksi
80 kali cambuk, sementara itu dari mazhab Syafi’iyah sanksi bagi
peminum khmar dikenai 40 kali cambuk. Sedangkan dari mazhab
Hanbali ada yang berpendapat 80 kali cambuk dan ada pula yang

berpendapat 40 kali cambuk.*

Sanksi jarimah khamr ada dua yaitu empat puluh kali cambukan
dan delapan puluh kali cambukan. Maka dari itu para Fugoha terdapat
perbedaan pendapat, jumhur Fuqoha berpendapat sanksinya delapan
puluh kali cambukan sedangkan kelompok Syafi’iyah berpendapat

sanksinya empat puluh kali cambukan.*°

%8 Acep Saifullah, “Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi
Perbandingan,” Al-’Adalah 11, no. 1 (2013): 49.

% bid.

“0 Nurul Irfan and Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 54.
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Alasan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku
jarimah khamr adalah empat puluh kali cambukan karena Hadis Anas

bin Malik:

S8 D sl S5 4 Als 2 Jws Ay s g dls s e ah g S en g s
G Bgdadd 3T¢;i9}§ﬁjjcjgzju§}icgjs%éj;jujéé;ﬁg%g}ss&fyﬁxcsg;{;
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Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi SAW mencambuk pelaku
jarimah syurb al-khamr dengan pelapa kurma dan sandal. Kemudian
Abu Bakar juga mencambuk sebanyak empat puluh kali. Sementara itu
pada masa pemerintahan Umar, orang-orang berdatangan dari dusun
dan kampung-kampung. Umar bertanya, “ bagaimana menurut kalian
tentang sanksi bagi pelaku syurb al-khamr (meminum minuman
keras)?”. Abdurrahman bin Auf menjawab, “ menurut saya, sebaiknya
engkau menentukannya sama dengan hudud yang paling ringan.” Umar
berkata, “Umar mencambuk sebanyak delapan puluh kali.” (HR.

Muslim).*!

Menurut Wahbah al-Zuhaili sanksi bagi penyalaguna narkotika
yaitu “Diharamkan setiap apa yang dapat menghilangkan akal (mabuk),
walaupun tanpa diminum seperti ganja, opium, karena jelas-jelas
berbahya. Padahal islam melarang pada hal-hal yang membahayakan

diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi

4 Ibid.
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pelakunya, penyalagunaa narkoba, karena narkoba tidak ada
kenikmatan dan kelezatan, dan menganduk adiksi, sebab itu

hukumannya adalah takzir”.*

Dr. Ahmad al-Hasari berpendapat bahwa: “Sesungguhnya
mengonsumsi ganja itu haram dan tidak dapat dijatuhkan sanksi had
kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengonsumsinya dikanakan

sanksi takzir bukan had”.

Alasan Wahbah al-Zuhaili membedakan antara narkotika dengan

khamr adalah:*

a. Narkotika tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW.

b. Efek yang diakibatkan narkotika lebih berbahaya daripada khamr

1

Penggunaan narkotika tidak diminum layaknya khamr.

e

Jenis narkotika yang teramat banyak.

Sanksi bagi produsen dan pengedar narkotika tidak dijelaskan
dalam al-Qur’an dan sunnah. Maka dari itu, sanksi hukuman bagi
produsen dan pengedar narkotika adalah takzir yaman berat atau
ringannya tergantung kepada otoritas hakim (proses pengadilan) dan

bentuk sanksinya pun bisa beragam.**

Dalam hukum Islam dilarang memperjual belikan khamar karena

termasuk dalam kategori barang najis karena dalam agama Islam

*2 \Wahbah al Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 6 (Damaskus: Darul Fikr, n.d.), 166.
*3 Irfan, Figih Jinayah, 229.
* Irfan and Masyrofah, Figh Jinayah, 178.
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dilarang meperjualbelikan barang yang najis atau yang diharamkan
dalam agama. Hadis yang tidak memperbolehkan jual beli khamar yaitu
“Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah telah melaknat kepada
sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamar, yaitu:
pembuat, pengedarnya, peminumnya, pembawahnya, pengirimnya,
penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya dan
pemesannya.” Dan dalam Islam disebutkan dalam rukun atau syarat jual
beli yaitu dilarang memperjual belikan barang atau makanan yang

diharamkan (najis).

Rasulullah bersabda “Dari Jabir Abdullah ia mendengar Rasulullah
SAW bersabda saat fath al-makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya
mengaharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.*®> Apabila
dilihat dari sisi kemanfaatannya terhadap konsumennya khamr jauh
lebih sedikit manfaatnya dari pada kemadharatannya. Jual beli khamr
tidak sah atau dilarang untuk dilakukan karena melihat dari sisi ke
manfaatan barang untuk diri sendiri (peminum) dan juga dampak bagi

orang disekitarnya, dan juga dalam rangka menjaga akal.

Dari penyataan hadis-hadis tersebut bahwa seluruh kegiatan yang
berhubungan dengan jarimah syurbul khmar adalah perbuatan maksiat,
dan syurbul khamar dapat digolongkan perbuatan jarimah hudud,

sedangkan meperjualbelikan khamar termasuk jarimah takzir. Dalam

5 Achmad Sunarto, Ensiklopedi Ayat Al-Qur’an & Hadist Jilid 4 (Jakarta: Widya Cahya, 2009),

9-10.
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Hukum Pidana Islam penjualan khamr termasuk jarimah takzir
dikarenakan menjual minuman keras adalah suatu tindakan maksiat
yang tidak dikenai sanksi had (sanksi yang tidak ditegaskan dalam

syara).

Dasar dari pernyataan hukuman takzir bagi perdagangan khamr

adalah sebagai berikut:

A S EUSYs I Y et
Artinya: setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had

atau kaffarat adalah jarimah takzir.*°

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa
sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah takzir yang mana
hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan untuk penetapan dan
pelaksanaannya diserahkan kepada Ulil amri atau penguasa setempat.
Tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindakan yang
dapat merugikan diri sendiri dan juga mengganggu ketentraman
masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang
pada akhirnya mengganggu kemaslahatan umat. Narkoba memiliki
kemudharatan lebih banyak dan besar dibandingkan dengan

kemudharatan khamr, sehingga sanksi yang berkaitan dengan narkotika

*® Enceng Arief Faizal, Kaidah Figh Jinayah (Bandung: Bani Quraisy, 2003), 154.
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harus lebih besar dan tegas. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:*’

a. Bagi orang yang membuat narkoba, mendistribusikan dan
menggunakan narkoba tanpa kewenangannya, hukum syar’inya
adalah haram dan dapat digolongkan kepada al-had dan atau al-
takzir.

b. Bagi orang yang membuat, pemilik, pendistribusi dan pengguna
narkoba harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan
narkoba jauh lebih besar dibanding kemudharatan khamr.

c. Pemerintah dalam hal ini Hakim diperbolehkan menjatuhkan
hukuman takzir baik yang ringan maupun yang berat kepada pelaku
narkoba.

d. Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau
pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, penditribusi dan

penyalahguna narkoba.

2. Unsur-Unsur Jarimah Khamr
Unsur-unsur jarimah meminum khamr ada dua macam, yaitu:
a. Asy-syurbu (meminum)
Unsur asy-syurbu (meminum) ini menurut pendapat Imam
Malik. Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad terpenuhi apabila pelaku

meminum sesuatu yang dapat memabukkan. Dalam hal ini tidak

" Syafar Alim Siregar, “Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam,” Jurnal Al-Magasid : Jurnal
Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 122.
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diperhatikan nama dan dari bahan apa minuman itu diproduksi.
Maka dari itu tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu
terbuat dari perasaan buah anggur, gandum, kurna, tebu, maupun
bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar
kekuatan memabukkannya, baik banyak maupun sedikit hukumnya
tetap haram.*®

Dianggap meminum apabila minuman tersebut sampai ke
tenggorokan. Dan apabila minuman tersebut tidak sampai ke
tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti halnya
berkumur-kumur. Dengan demikian pula dapat dikatakan
meminum, apabila meminum khamr tersebut dimaksudkan untuk
menghilangkan rasa haus, padahal ada air yang dapat diminumnya.
Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat)

atau dipaksa, maka pelaku tidak dikenai hukuman.*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jarimah syurb al-khamr
yaitu, bahwa yang diminum itu adalah jenis minuman yang telah
dirumuskan sebagai khamr. Maka dari itu, tidak dapat dikenai
hukuman had apabila minuman yang diminum bukan seperti cairan
yang telah dirumuskan sekalipun memabukkan. Sedangkan
menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad
unsur asy-syurbu terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang

dapat memabukkan. Dalam hal ini tidak dilihat dari nama minuman

*8 Marsaid, Al-Figih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Islam, 168.

9 Ibid., 169.
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itu dan bahan apa yang diminum tersebut terbuat dari perasaan
anggur, gandum, kurma, tebu maupun bahan-bahan lainnya. Dan
juga tidak dilihat dari kadar kekuatan memabukkannya, baik

sedikit maupun banyak hukumannya tetap haram.™

b. Adanya niat

Unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan
perbuatan meminum khamr (minuman keras) padahal ia
mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr. Maka
dari itu, apabila ada seseorang minum minuman yang memabukkan
akan tetapi ia tidak mengetahui bahwa minuman tersebut
memabukkan maka ia tidak dapat dikenai hukuman, karena tidak
ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu
dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan
maka dalam hal ini unsur melawan hukum (gasad jina’) belum
terpenuhi. Akan tetapi alasan tidak mengetahui hukum tidak bisa
diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan

lingkungan Islam.>*

%0 Widya Pipit Herawati and Alfiah Rachmawati, “Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan
Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.KIn Dalam Tinjauan Figh Islam (Studi
Perbandingan),” Journal of Indonesian Comparative of Law 3, no. 1 (2020): 80-81.

*! Islamul Hag, Figh Jinayah (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 109.
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Untuk melaksanakan hukuman bagi pelaku peminum khamr

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:>>

a. Peminum adalah orang yang berakal karena akal merupakan tatanan
taklif (tuntutan Tuhan). Oleh karena itu, orang gila yang meminum
khamr tidak boleh dihukum, termasuk orang yang bepenyakit
syaraf.

b. Peminum sudah baligh. Jika yang meminum khamr itu adalah anak
kecil atau dibawah umur, baginya tidak dikenakan hukuman karena
belum mukallaf dalam artian karena belum dibebani tuntutan.

c. Peminum melakukan perbuatan dengan keinginan sendiri. Orang
yang meminum khamr karena terpaksa atau dipaksa tidak dikenai
hukuman, baik paksaan berupa ancaman bunuh atau siksaan fisik
maupun ancaman bahwa hartanya akan disita seluruhnya. Sesuai
dengan sabda Rasulullah SAW, “Dimaafkan bagi umatku, jika ia
bersalah atau lupa dan bila mereka terpaksa”.

d. Peminum khamr mengetahui bahwa yang diminumnya adalah
memabukkan. Jika ia meminum khamr dalam keadaan tidak
mengetahui  bahwa yang diminumnya itu memabukkan,
ketidaktahuan ini merupakan uzur dan ia tidak dapat dikenai
hukuman. Jika orang tersebut sebelumnya telah diingatkan oleh
seseorang, akan tetapi masih terus meminum khamr hal ini bukan

merupakan uzur melainkan terus berkeras untuk melakukan maksiat

52 \Wahyuni, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), 49.
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setelah mengetahui hal itu dilarang, tindakan seperti ini

mengharuskan untuknya diberikan siksaan dan diberi hukuman.>®

Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Dalam figh jinayah tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah.
Jarimah berasal dari kata (-»») artinya berusaha dan bekerja. Yang
dimaksud pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik
atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dapat ditarik suatu definisi
yang jelas dalam pengertian tersebut, bahwa jarimah ialah melakukan
perbuatan-perbuatan atau yang dipandang tidak baik, dibenci oleh
manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan
yang lurus (menyimpang dari agama).>*

Menurut istilah jarimah ialah larangan-larang syara’ (yang apabila
dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau takzir.>® Jadi
pengertian jarimah disini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang
dalam artian suatu perbuatan yang dilarang. Dari pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan
yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam
Undang-undang.

a. Unsur-unsur jarimah

53 hid., 50.

> Yuli Kasmarani, “Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Percobaan Kejatahan” (Universitas Islam
Negeri Raden Fatah, 2016), 28-29.

% Ibid., 29.
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Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana
(jarimah) apabila unsur-unsurnya terpenuhi, terdapat 2 unsur
dalam tindak pidana (jarimah) yaitu unsur umum dan unsur
khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana
sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing
tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:>®
1) Unsur formal

Yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan
melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

Dalam artian setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum

dan pelakunya tidak dapat dikenai pidana kecuali adanya nass

atau undang-undang yang mengaturnya.>’
2) Unsur material
Yaitu sifat melawan hukum, perbuatan seseorang yang
membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun
sikap tidak berbuat. Misalnya penyalahgunaan narkotika.>®
3) Unsur moral
Yaitu pelakunya mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Yang dimaksud orang mukallaf adalah orang yang aqil dan

%8 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Figh Jinayah) (Surabaya: Pustaka Idea,
2015), 11.

> A Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), 3.

*® Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Figh Jinayah), 12.
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baligh. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya
adalah orang gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dapat
dikenai hukuman karena ia orang yang tidak bisa dibebani

pertanggungjawaban.>®

Unsur-unsur umum tersebut dalam tindak pidana apapun harus
terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus
merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan
ditemukan pada tindak pidana lain. Misalnya, dalam tindak pidana

narkotika harus terdapat unsur meminum (Asy-syurbu).”

Macam-macam jarimah
Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat
dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya
oleh al-Qur’an dan Hadis. Maka dari itu ulama membaginya
menjadi tiga macam yaitu hudud, gisas, dan ta zir.
1) Jarimah hudud
Hukuman hudud atau had adalah hukuman yang telah
ditentukan yang merupakan hak Allah. Maksud dari hak Allah
adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar hukuman
tersebut. Semua hukuman yang berkonsekuensi kemaslahatan
umum, menghindarkan kerusakan dan membawa ketentraman

adalah hak Allah. Kata hudud adalah jamak dari kata had yang

% bid.
% Ipid., 13.
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berarti pencegahan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-
pelaku kemaksiatan disebut hudud. Karena hukuman tersebut
dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai
hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia
dihukum.**

Pengertian hukum had adalah hukuman yang mana telah
ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah. Artinya jarimah
had ini telah ditentukan bentuk (jumlahnya) dan juga
hukumannya secara jelas, baik melalui al-Qur’an maupun As-
sunnah. Jarimah yang menyangkut hak Tuhan pada prinsipnya
adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu
untuk memlihara ketentraman, kepentingan dan keamanan
masyarakat. Maka dari itu hukuman ini tidak dikenal pemaafan
atas pelaku jarimah baik oleh peseorangan (orang yang
menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang
diwakili oleh negara.®?

Macam-macam hudud dilihat dari segi dominasi hak,
terdapat dua jenis hudud, yaitu:®

a) Hudud yang termasuk hak Allah

81 Wahyuni, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), 113.

62 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 26.
% Irfan and Masyrofah, Figh Jinayah, 16.
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Yaitu semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan
kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang
diperintahkan, misalnya shalat, puasa, zakat, dan haji.>*

b) Hudud yang termasuk hak manusia

Yaitu semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada
seseorang karena ia melanggar larangan Allah, misalnya
berzina, mencuri, dan meminum khamr.®®

Jarimah gisas dan diyat

Secara etimologis gisas berasal dari kata — (=2 — (<9)
(L==? yang berarti mengikuti menelusuri jejak atau langkah.
Sedangkan secara terminologi yaitu mengenakan sebuah
tindakan kepada pelaku sama seperti tindakan yang dilakukan
pelaku tersebut terhadap korban.

Jarimah gisas dan diyat adalah jarimah yang telah
ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal atau
maksimal. Perbedaanya dengan hukum had ialah had
merupakan hak Allah, sedangkan jarimah gisas dan diyat
adalah hak manusia (individu). Yang dimaksud hak manusia
adalah hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh
korban apabila korban masih hidup dan apabila korba
meninggal maka bisa diwakilkan kepada wali atau ahli

warisnya. Apabila korban tidak mempunyai wali atau ahli

® 1bid.
% Ibid., 17.
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waris maka kepala negara bisa bertindak sebagai wali bagi
korban tersebut.®®
Jarimah takzir

Takzir menurut hukum syara’ adalah hukuman yang
ditetapkan atas perbuatan ma’siat atau jinayah yang tidak
dikenakan hukuman had maupun kafarat. Takzir adalah bentuk
hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya
oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.
Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang
berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak hamba yang
tidak ditentukan al-Qur’an dan hadis. Fungsi takzir yaitu untuk
memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus

mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.®’

4. Konsep Takzir dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian takzir

Takzir menurut bahasa adalah al-man’u yang Dberarti

melarang atau mencegah. Takzir juga bermakna al-nasrah yang

berarti pertolongan, maksudnya karena pihak yang menolong akan

menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti

orang yang ditolongnya. Takzir juga bermakna al-ta’dn yang

berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman

66 Kasmarani, “Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Percobaan Kejatahan,” 30.

7 Ibid., 33.
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takzir diberikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang
melakukan kejahatan agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi
perbuatannya lagi. Sedangkan secara etimologis takzir berarti
menolak dan mencegah.®®

Menurut kamus besar bahasa Indonesia takzir adalah

hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan Hakim karena
tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan Hadis.®
b. Jenis-jenis takzir
Jarimah takzir dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan dari
hak yang dilanggar, yaitu:™
1) Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah.

Adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan
kepentingan dan kemaslahatan kepentingan umum. Contohnya
membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak
memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya,
penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.

2) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian

kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya seperti

penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

%8 Azhari Akmal Tarigan, “Ta’zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya,” AHKAM :
Jurnal llmu Syariah 17, no. 1 (2017): 156.

* Ibid.

" Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” lus Civile: Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan 2, no. 2 (2019): 7.
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Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka takzir dapat dibagi

menjadi tiga bagian, yaitu: "

1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.
2) Takzir karena melakukan  perbuatan  membahayakan
kepentingan umum.

3) Takzir karena melakukan pelanggaran hukum.

Sedangkan apabila dilihat dari segi dasar hukum
(penetapannya), maka takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu:"

1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau
gishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat.

2) Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’
tetapi hukumnya belum ditetapkan.

3) Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum

ditentukan oleh syara’.

Hukuman takzir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup
semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh
syara’ dan diserahkan kepada Ulil amri untuk mengaturnya dari
hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat.
Dalam takzir hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari

Allah dan Rasul-Nya, jadi Qadhi atau Hakim diperkenankan untuk

™ bid.
2 |pid., 8.
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mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan

maupun kadarnya.”

c. Pembagian takzir
Hukuman takzir dibagi menjadi empat bagian, yaitu:"*
1) Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan
a) Hukuman mati
Menurut syari’ah Islam hukuman takzir adalah
untuk memberikan pengajaran (za’dib) dan tidak sampai
membinasakan. Akan tetapi beberapa Fugoha memberikan
pengecualian yaitu dibolehkan menjatuhkan hukuman mati
jika kepentingan hukum mengahendaki demikian atau kalau
pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan cara
membunuhnya. Hukuman mati sebagai sanksi takzir
tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang
sangat berbahaya yang berkaitan dengan jiwa, keamanan,
dan ketertiban masyarakat.
b) Hukuman cambuk
Terdapat perbedaan mengenai jumlah maksimal
hukuman cambuk dalam jarimah takzir. Dikalangan ulama’
Maliki batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena
hukuman takzir didasarkan atas kemaslahatan mayarakat

dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah

7 Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
74 Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” 8.
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dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi
hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah 39 kali, dan
menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.”

Dalam madzhab Syafi’i ada tiga pendapat. Yang
pertama berpendapat sama dengan pendapat Imam Abu
Hanifah dan Muhammad. Kedua, berpendapat sama dengan
pendapat Abu Yusuf. Ketiga, hukuma cambuk pada jarimah
takzir boleh lebih dari 75 kali tetapi tidak sampai 100 kali
dengan syarat apabila jarimah yang dilakukan hampir
sejenis dengan jarimah hudud.”

Sedangkan dalam madzhab Hambali ada lima
pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab
Syafi’i. Pendapat ke empat mengatakan bahwa cambuk
yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh
menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain
yang sejenis tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah
lain yang tidak sejenisnya. Kelima, berpendapat bahwa
hukuman takzir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya
ialah Hadist Abu Darda sebagai berikut: “seseorang tidak
boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah

satu hukuman hudud”.

2) Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan

" Darsi and Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Prespektif Figh Jinayat,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-
ilmu Hukum 16, no. 2 (2018): 62.

® Ibid.
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a) Hukuman penjara
b) Hukuman pengasingan.

3) Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta
yang dimiliki oleh pelaku akan ditahan.

4) Hukuman-hukuman takzir yang lain. Maksudnya selain
hukumaan takzir yang telah disebutkan diatas, yaitu: Peringatan
keras, Dihadirkan dihadapan sidang, Diberi nasehat, Celaan,
Pengucilan, Pemecatan, Pengumuman kesalahan secara terbuka

d. Tujuan takzir

Tujuan diberlakukannya sanksi takzir yaitu sebagai berikut:’’

1) Preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang
belum melakukan jarimah.

2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku
tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.

3) Kuratif (islan). Maksudnya takzir harus mampu membawa
perbaikan perilaku di kemudian hari.

4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola

hidupnya ke arah yang lebih baik lagi.

B. Narkotika Dalam Presfektif Hukum Positif

1. Pengertian Narkotika

" Irfan and Masyrofah, Figh Jinayah, 162.
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Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, yang berasal dari
tanaman sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan.’®

Secara etimologi istilah narkotika dalam bahasa Yunani berasal
dari kata Marke yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau
tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah
a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can
produce addiction in varying degrees. Maka dari itu, penggunaan
narkotika diluar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan
ketergantungan (addiction / craving).

Menurut pakar kesehatan narkoba adalah psikotropika yang biasa
digunakan untuk membius pasien saat akan melakukan operasi atau
obat-obatan untuk penyakit tertentu. Akan tetapi sekarang presepsi itu
disalah gunakan akibat pemakaian diluar batas dosis yang ditentukan.®

Narkotika atau obat bius dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan
Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang
pada umumnya Dbersifat: membius, merangsang, ketagihan dan

menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).®

"8 pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

’ Irwan jasa Tarigan, Narkotika Dan Penanggulangannya (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 22.

8 Ahmad Darwis, Indriyani Dalimunthe, Gabena, and Sulaiman Riadi, “Amaliyah: Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 No. 1 Mei 2017,” Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat 1, no. 1 (2017): 39.

81 Ummu Alifah, Apa Itu Narkotika Dan NAPZA (Semarang: Alprin, 2010), 5.
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Bahaya yang ditimbulkan akibat memakai narkoba menurut
efeknya, yaitu:*?

a. Halusinogen, efek dari narkoba ini apabila dikonsumsi dalam
sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi
berhalusinasi dengan melihat suatu benda atau hal yang sebenarnya
tidak ada atau tidak nyata. Contohnya kokain dan LSD.

b. Stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ
tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja
biasanya sehingga dapat mengakibatkan seseorang lebih bertenaga
untu sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna
lebih senang dan gembira untuk semtara waktu.

c. Depresan, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat
dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai
merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak
sadarkan diri, contohnya putaw.

d. Adiktif, seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya
akan ingin dan ingin lagi karena dalam narkoba terdapat zat
tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang cenderung pasif,
karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf

dalam otak, contohnya ganja, heroin, putaw.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan

adiktif lainnya. Atau biasa disebut dengan NAPZA (Narkotika,

8 Darwis, Dalimunthe, Gabena, and Riadi, “Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1 No. 1 Mei 2017, 40.
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Psikotropika dan Zat Adiktif). Semua bentuk narkotika benda-benda
atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang

yang mengkonsumsinya.

. Jenis-Jenis Narkotika

a. Ganja (kanabis)

Pertama kali tanaman kanabis ini dibawa oleh Belanda
untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk
daun ganja menyerupai daun singkong dan apabila diremas-remas
akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan
getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat
yang dapat mengurangi kegiatan sistem syaraf otak) dan dapat

menimbulkan halusinogen (halusinasi).®®

. Candu / opium

Getah dari buah papaver somniferrum setelah diolah akan
menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar
mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering
disalahgunakan.®*

Heroin (putaw)

Mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin dan

merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di

Indonesia. Secara Farmakologis heroin mirip dengan morfin yang

8 Abdul Majid, Bahaya Penyalagunaan Narkoba (Semarang: Alprin, 2010), 8.

& Ibid.
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menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang
tidak menentu.®
d. Shabu-shabu
Adalah heroin kelas dua yang diisap dengan menggunakan
suatu alat khusus.®
e. Ekstasi / metamphetamines
Berbentuk pil yang dapat mengakibatkan kondisi tubuh
memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. Gejala yang dapat
ditimbulkan apabila mengkonsumsi narkoba jenis ini yaitu suka
berbicara, selalu merasa cemas dan gelisah, tidak dapat duduk
dengan tenang, denyut nadi terasa lebih cepat, kulit panas dan bibir
hitam, tidak bisa tidur, bernafas dengan cepat, tangan dan jari
selalu bergetar.®’
f. Morfin
Morfin adalah hasil olahan dari opium / candu mentah yang
merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung
halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Cara
pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.®®
g. Kokain (cocaine)
Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan

mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh

8 Mellisa Fitri and Sumringah Migunani, “Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba,” Inovasi dan
Kewirausahaan 3, no. 2 (2014): 74.
8 Ahmad, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 222.
87 i
Ibid.
8 Majid, Bahaya Penyalagunaan Narkoba, 9.
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dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk
pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Karena efek adiktif
dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai
narkotika.®
h. Methadon
Methadon adalah narkotik sintesis yang kuat seperti heroin
(putaw) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang
kuat. Methadon biasanya disediakan pada program pengalihan
narkoba, karena dinilai lebih aman.*
3. Golongan Narkotika
Dalam Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan:
a. Narkotika golongan |
Yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu
pengetahuan, dan bukan untuk terapi, dan mempunyai potensi
sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.91
b. Narkotika golongan Il
Yaitu Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

% 1bid.

% bid., 10.

° Tina Asmarawati, Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP (Yogyakarta: Deepublish, 2014),
97.
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terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.®?
Narkotika golongan 111

Yaitu narkotika yang digunakan dalam terapi atau bertujuan
untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mepunyai potensi
ringan yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contoh:

codein.®

%2 1hid., 98.
% Ibid., 99.
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DESKRIPSI PUTUSAN NO: 1267/Pid.sus/2019/Pn.MKks
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

A. ldentitas Terdakwa
Kasus yang diteliti oleh penulis yakni putusan Pengadilan Negeri
Makassar tentang tindak pidana kepemilikan narkotika golongan | bukan
tanaman jenis shabu-shabu. Yang dilakukan oleh terdakwa bernama
Kahar, lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Desember 1991. Umur 27 tahun.
Agama islam. Terdakwa bertempat tinggal di jl. Bonto Rannu atau Dahlia
Lrg, 312 Makassar.
B. Kronologi kasus
Kronologi kasus terhadap terdakwa Bernama kahar terjadi pada
hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di
Jalan Abd. Kadir kota Makassar atau tempat lain yang masih termasuk di
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa secara tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika golongan | bukan tanaman yang biasanya dikenal
dengan jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan

cara-cara sebagai berikut:*

% pytusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I, 3-5.
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Berawal dari informasi yang diterima dari Lk Arief Wangsa dari
masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui via telphone
mengatakan bahwa di Jalan Abd. Kadir sering terjadi transaksi narkotika.
Kemudian Lk Arief Wangsa menindaklanjuti informasi tersebut langsung
mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di TKP (Tempat
Kejadian Perkara) Lk Arief Wangsa melihat terdakwa bersama teman-
temanya sedang berkumpul dengan gerak-gerik mencurigakan. Dan pada
saat Lk. Arief Wangsa mendekati terdakwa dan teman-temannya,
terdakwa dan teman-temannya kaget dan langsung berusaha melarikan
diri. Akan tetapi Lk. Arief Wangsa berhasil mengamankan terdakwa. Dan
pada saat dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan ditemukan 5 (lima)
sachet plastik bening yang digengang terdakwa dengan tangan kanan.

Setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui paket narkotika
tersebut diberikan oleh Lk. Cua untuk dibantu menjualkan dimana
terdakwa mendapatkan paket narkotika tersebut dari Lk. Sila sebanyak 1
(satu) paket dengan harga sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu
rupiah).

Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas
melakukan tes urine, dimana hasil tes urine tersebut hasilnya positif
mengandung metafetamina.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:
1983/NNF/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat
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Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 5 (lima) sachet
plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0705 gram, 1
(satu) buah sendok dari pipet plastik dan urine milik terdakwa, adalah
benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan | No. 61
lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa kahar sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.
Atau perbuatan terdakwa Kahar sebagaimana diatur dan diancam
pidana pasal 122 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
C. Keterangan Saksi-Saksi
1. Saksi Arief Wangsa, dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:®
a. Kejadian penangkapan terjadi pada Hari Senin, tanggal 13 Mei
2019 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Abd. Kadir
Makassar.
b. Saksi bersama tim Polsek Rappcini yang melakukan penangkapan
terhadap terdakwa.
c. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan di
tas kecil dalam powerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening

berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong pipet.

% pytusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I, 5.
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d. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan
informasi yang telah diterima saksi melalui via telphone dari
masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menerangkan
bahwa di Jalan Abd. Kadir sering terjadi transaksi narkotika
selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju tempat yang
dimaksud dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa
bersama dengan teman-temanya sedang duduk-duduk di Bale-bale
dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan pada saat saksi
bersama tim mendekati terdakwa tiba-tiba kedatangan saksi
diketahui oleh terdakwa dan teman terdakwa an. LK. Cua langsung
melarikan diri.

e. Setelah di interogasi terdakwa mengakui paket shabu-shabu
tersebut di beli oleh Lk. Cua dengan harga sebesar Rp.
600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut
dibagi kedalam 5 (lima) sachet plastik bening.

f. Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu-shabu
tersebut.

2. Saksi Fadly, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:*

a. Kejadian penangkapan terjadi pada Hari Senin, tanggal 13 Mei
2019 sekitar pikul 03.00 WITA bertempat di Jalan Abd. Kadir

Makassar.

% pytusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I, 6.
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b. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim
Polsek Rappcini.

c. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan di
tas kecil dalam powerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening
berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong pipet.

d. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan
informasi yang diterima saksi melalui via telephone dari
masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahu
bahwa di Jalan Abd. Kadir sering terjadi transaksi narkotika
selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju tempat yang
dimaksud dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa
bersama dengan teman-temanya sedang duduk-duduk di Bale-bale
dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan pada saat saksi
bersama tim mendekati terdakwa tiba-tiba kedatangan saksi
diketahui oleh terdakwa dan teman terdakwa an. Lk. Cua langsung
melarikan diri.

e. Setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui paket shabu-
shabu tersebut di beli terdakwa bersama Lk. Cua dengan harga
sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian paket
tesebut dibagi kedalam 5 (lima) sachet plastik bening.

f. Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu-shabu

tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.
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D. Keterangan Terdakwa®’

1.

Penangkapan terjadi pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar
pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Abd. Kadir Makassar.

Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Polsek Rappcini.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan ditas
kecil dalam powerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening
berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong pipet.

Setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui paket shabu-shabu
tersebut di beli oleh terdakwa bersama dengan Lk. Cua dengan harga
sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) kemudian paket tersebut
dibagi oleh Lk. Cua kedalam 5 (lima) sachet plastik bening.

Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari LK. Sila yang
beralamat di Jalan Dahlia Bonto Rannu Makassar.

Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu-shabu

tersebut.

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam persidangan perkara melanggar hukum karena memiliki

narkotika golongan | bukan tanaman jenis shabu-shabu Jaksa penuntut

umum dalam dakwaannya meminta majelis Hakim Pengadilan Negeri

Makassar memberikan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut:*

1.

Menyatakan terdakwa Kahar telah terbukti secara sah melakukan

tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

%7 pytusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I, 7.

% Ibid, 2
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menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan
tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat
(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kahar dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan denda
sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga)
bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap
maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening
berisikan kristal bening berat 0.0705 gram dalam power bank, 1 (satu)
buah pipet, 1 (satu) buah tas yang dirampas untuk dimusnhkan.

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

F. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kepemilikan
Narkotika Dalam Putusan Nomor: 1267/Pid.Sus/2019/PN.Mks
Sebelum Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap
terdakwa maka terlebih dahulu yang perlu diketahui adalah disini Jaksa
penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif
yaitu yang pertama dakwaan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan pasal 112 ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan Nomor:

1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang Tindak Pidana Narkotika Gol. 1 ini
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Hakim menggunakan dakwaan yang kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana semua unsur-unsur

yang ada didalam Undang-undang narkotika ini telah terpenuhi dengan apa

yang dilakukan oleh terdakwa Kahar. Adapun unsur-unsur dalam Undang-

undang Narkotika pasal 112 ayat (1) sebagai berikut:*°

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah untuk

menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang
telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,
keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk)
yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa
terdakwa Kahar telah (memiliki atau menyimpan) narkotika jenis
shabu-shabu. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
terpebubhi.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperolen dari

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan
alat bukti surat maupun barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta
hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi,
pedagang besar tarmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi

pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat sakit, ilmu kesehatan

% pytusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I, 8.
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masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan
dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memilki
(menyimpan) paket shabu-shabu yang ditemukan ditas kecil dalam
powerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening dan 1 (satu) potong
pipet. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
terpenuhi.
Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
golongan | bukan tanaman jenis shabu-shabu

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan
saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat serta barang bukti
(petunjuk) diperoleh fakta hukum. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 13
Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Abd. Kadir
Makassar, Lk. Arief Wangsa bersama dengan Tim Polsek Rappocini
berhasil mengamankan terdakwa. Dimana pada saat dilakukan
penggeledahan ditemukan ditas kecil dalam powerbank sebanyak 5
(lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong
pipet. Dan setelah terdakwa diinterograsi terdakwa menjelaskan bahwa
paket narkotika tersebut diperoleh dari Lk. Sila yang beralamat di Jalan
Dahlia Bonto Rannu Makassar dengan harga sebesar Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dibagi kedalam 5
sachet. Dan paket narkotika yang dimaksud adalah narkotika jenis
shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

golongan | No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
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Narkotika begitu juga dengan urine milik terdakwa mengandung
metamfetamina. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur ini

telah terpenuhi.

Dalam perkara yang penulis teliti ini pada diri terdakwa telah
ditemukan narkotika jenis shabu-shabu ditas kecil dalam powerbank
sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening dengan berat 0,0705 gram dan
telah diuji pada Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium
Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1983/NNF/V/2019 pada
tanggal 20 Mei 2019 yang benar mengandung metamfetamina dan
terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim
berpendapat unsur narkotika golongan | bukan tanaman dalam hal-hal ini
terpenuhi karena semua unsur tindak pidana bersesuaian antara alat-alat
bukti yang sah, untuk itu terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.

Selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang
dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar
maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus
dipertanggungjawabkan. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus
perkara yaitu lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan meringankan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang terdapat
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dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor:

1267/Pid.sus/2019/PN. Mks. Yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan
a. Terdakwa tindak mendukung program pemerintah dalam
pencegahan maupun penanggulangan penyalagunaan narkoba.
2. Hal-hal yang meringankan
a. Terdakwa sopan selama berlangsungnya persidangan dan
mengakui perbuatannya.
b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

G. Putusan Hakim
Hakim dalam memberikan putusan mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama dalam pasal 112
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memperhatikan
pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum
acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan
mengadili:'®
1. Menyatakan terdakwa Kahar telah terbukti tanpa hak atau melawan

hukum memiliki narkotika golongan | bukan tanaman jenis shabu-

100 pytusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I, 10.
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shabu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kahar dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Metapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening
berisikan kristal bening berat 0,0705 gram dalam power bank, 1 (satu)
buah pipet, 1 (satu) buah tas dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis
Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Hari Senin, tanggal 18
November 2019, oleh Daniel Pratu, SH, MH Sebagai Hakim ketua. Basuki
Wiyono, SH, MH dan Widiarso, SH, MH masing-masing sebagai Hakim
anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan
tanggal itu juga oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Desy Lolok, SH sebagai Panitera
pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskyanti
Arifin, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makassar dihadapan terdakwa.



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOL |
(Studi Direktori MA Nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi
Tindak Pidana Narkotika Gol. | Dalam Studi Direktori MA Nomor:
1267/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana
narkotika, terlebih dahulu harus mencari tentang fakta-fakta yang dapat
dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya selain dari barang bukti
yaitu dengan cara mencari saksi-saksi yang dapat memperkuat untuk
memberikan bukti, supaya Hakim dapat memberikan hukuman yang adil
terhadap pelaku penyalagunaan Narkotika.

Dalam sidang Majelis Hakim putusan nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks pada Hari Senin 18 November 2019, yang
dipimpin Daniel pratu, SH., MH sebagai Hakim ketua, Basuki wiyono,
SH., MH dan Widiarso, SH., MH masing-masing sebagai Hakim anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Yohana desy lolok, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri reskyanti
arifin, SH selaku Jaksa Penuntut Umum. Pada putusan nomor

1267/Pid.sus/2019/PN.Mks majelis hakim memutuskan mengadili

64
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terdakwa Kahar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa adanya

pidana denda dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam putusan ini antara lain

yaitu:
a. Dakwaan jaksa penuntut umum
Jaksa  Penuntut Umum dalam putusan  nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks mendakwa terdakwa Kahar dengan
dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama menggunakan pasal 114
ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang narkotika dan dakwaan yang kedua yaitu pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Berdasarkan dengan apa yang disampaikan dalam

persidangan, serta memperhatikan barang bukti, hasil pemeriksaan
laboratoris kriminalistik no. Lab: 1983/NNF/V/2019 terhadap
barang bukti narkotika dan hasil pemeriksaan laboratoris urine
milik terdakwa, maka majelis hakim dalam putusan ini
mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsur
dalam pasal tersebut telah terpenuhi yakni unsur setiap orang,
unsur tanpa hak melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan narkotika golongan | bukan tanaman

jenis shabu-shabu.
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b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam putusan no:

1267/Pid.sus/2019/PN.Mks juga bisa menjadi pertimbangan hakim

dalam memutus perkara, dimana terdakwa memberikan keterangan

yang pada intinya yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bahwa kejadian penangkapan di Jalan Abd. Kadir Makassar
pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00
WITA.

Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Polsek Rappcini.
Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
telah ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan shabu-
shabu dan 1 (satu) potong pipet ditas kecil dalam powerbank.
Terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut di beli
bersama dengan Lk. Cua seharga Rp. 600.000,- kemudian
paket tersebut dibagi Lk. Cua kedalam 5 (lima) sachet plastik
bening.

Terdakwa meperoleh paket shabu-shabu tersebut dari Lk. Sila
yang beralamat di Jalam Dahlia Bonto Rannu Makassar pada
Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA.
Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan shabu-

shabu tersebut.

c. Bahwa di persidangan juga diajukan berita acara pemeriksaan

Laboratoris Kriminalis No. Lab: 1983/NNF/V/2019, Tanggal 20
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Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST,.
Mk., M.A.P selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik
Polri Cabang Makassar urine milik terdakwa mengandung
Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
d. Keterangan saksi

Jaksa  Penuntut Umum dalam putusan  nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks menghadirkan dua orang saksi yaitu
Arief Wangsa dan Fadly, SH dibawah sumpah yang pada intinya
mnerangkan bahawa benar mereka bersama Tim Polsek Rappcini
yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin
Tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Abd.
Kadir Makassar, pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama
teman-temanya dengan gerak-gerik mencurigakan, dan terdakwa
membenarkan dan tidak keberatan.

e. Barang-barang bukti
Jaksa penuntut umum dalam putusan nomor
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks mengajukan barang bukti berupa 5
(lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat 0.0705
gram dalam power bank, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah tas.
2. Pertimbangan yang bersifat filosofis

Majelis hakim di muka persidangan dalam putusan nomor:

1267/Pid.sus/2019/PN.Mks bahwa selama berlangsungnya persidangan
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tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa
baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Pertimbangan yang bersifat sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim merupakan aspek
yang mempertimbangkan nilai budaya dan juga asas kemanfaatan yang
menjadi tujuan hukum. Maka aspek sosiologis yang menjadi
pertimbangan Hakim dalam putusuan nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks yaitu bahwa Hakim dalam putusan tersebut
memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun, dengan memperhatikan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu
terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan
maupun penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan hal-hal
yang dapat meringankan yaitu terdakwa sopan selama berlangsungnya
persidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang
punggung keluarga.

Dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS vyaitu tentang
Tindak pidana melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis
shabu-shabu berat 0,0705 gram. Dimana terdakwa melakukan perbuatan
dengan cara terdakwa diajak temannya Lk. Cua untuk menemani membeli

shabu-shabu di rumah Lk. Sila 1 (satu) sachet plastik bening berisikan
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shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian LK.
Cua membagi paket tersebut kedalam 5 (lima) sachet plastik bening dan
memberikan paket tersebut kepada terdakwa. Dan pada saat dilakukan
penggeledahan/pemeriksaan ditemukan 5 (sachet) plastik bening yang
yang digenggam oleh terdakwa dengan tangan kanan. Setelah dilakukan
pemeriksaan Laboratoris Kriminalis No. Lab: 1983/NNF/V/2019, Tanggal
20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST,. Mk.,
M.A.P selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang
Makassar urine milik terdakwa mengandung Metafetamina dan terdaftar
dalam golongan | No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.**

Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu perlu
diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan
dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut Hakim memilih
menggunankan dakwaan yang kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35
Tahun 2019 tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan | bukan

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

101 pytusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan I.
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dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.**2
Adapaun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:
1. Unsur setiap orang
Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah untuk
menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang
telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,
keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk)
yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kahar
telah (memiliki/menyimpan) narkotika jenis shabu-shabu.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan
alat bukti surat maupun barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta
hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi,
pedagang besar tarmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintah, apotek, rumah sakit, ilmu kesehatan masyarakat, balai
pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak

memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki (menyimpan) paket

192 pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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shabu-shabu ditemukan ditas kecil dalam powerbank sebanyak 5
(lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shbau dan 1 (satu) potong
pipet.
Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
golongan | bukan tanaman jenis shabu-shabu

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diperoleh dari
keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang
bukti (petunjuk) diperoleh fakta hukum. Bahwa pada Hari Senin,
tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan
Abd. Kadir Makassar, Lk. Arief Wangsa bersama dengan tim Polsek
Rappocini berhasil mengamankan terdakwa. Dimana pada saat
penggeledahan ditemukan ditas kecil dalam pwerbank sebanyak 5
(lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong
pipet. Dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa
paket narkoba tersebut diperoleh dari Lk. Sila yang beralamat di Jalan
Dahlia Bonto Rannu Makassar dengan harga sebesar Rp. 600.000.00,-
(enam ratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dibagi kedalam 5
(lima) sachet. Dan paket narkotika yang dimaksud adalah narkotika
jenis shabu-shabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar
dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang narkotika begitu juga dengan urine milik terdakwa

mengandung Metamfetamina.
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Berdasarkan dasar pertimbangan Hakim dan juga fakta-fakta yang
ada dipersidangan, maka menurut analisa penulis Majelis Hakim dalam
memutuskan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 2
(dua) tahun tanpa adanya pidana denda memang kurang sesuai dengan
pasal yang di dakwakan akan tetapi disini Hakim juga mempertimbangkan
hal-hal yang dapat memberatkan dan juga meringakan dimana dalam hal-
hal yang meringakan dijelaskan bahwa terdakwa merupakan tulang
punggung keluarga dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi maka dari itu menurut penulis hukuman yang diberikan
majelis hakim terhadap terdakwa sudah cukup membuat terdakwa merasa

jera dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.

Sebagaimana yang dikutip oleh Puteri Hikmawati dalam tulisannya
yang berjudul “Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat
menuju keadilan restotarif” yaitu tujuan hukuman yang ingin dicapai

dengan suatu pemidanaan yaitu:*®

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman msyarakat.
2. Memasyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadi orang yang baik dan berguna.

193 pyteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan
Restotarif,” Negara Hukum 7, no. 1 (2016): 75.
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3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan untuk selalu
memperhatikan unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur
kemanfaatan. Selain itu juga diharapkan tidak hanya mengutamkaan satu
unsur saja dan mengabaikan unsur lainnya sehingga dapat menghasilkan

putusan yang mengandung legal justice, moral justice, dan social justice.

. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.
1267/Pid.Sus/2019/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Narkotika Gol 1
Dalam al-Qur’an dan Hadis tidak terdapat istilah narkotika atau
sejenisnya. Dalam hukum pidana islam sanksi bagi pelaku
penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) pendapat. Yaitu yang pertama
pendapat ulama, yang menyamakan tindak pidana narkotika dengan
jarimah syurb al-khamr dimana pelaku jarimah syurb al-khamr dapat
dikenai sanksi jarimah hudud. Akan tetapi dalam memberikan sanksi
hukuman terdapat perbedaan pendapat yaitu Rasulullah mendera orang
yang meminum khamr sebayak 40 kali dera, Abu Bakar mendera sebanyak
40 kali dera dan Umar bin Khatab dengan 80 kali dera. Menurut ulama

Malikiyah, Hanafiyah, Hanbila dan ijma’ sahabat sanksi bagi peminum
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Khamr adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi’iyah sanksi bagi
peminum khamr adalah 40 kali dera akan tetapi kemudian menambahkan
bahwa u/il amri boleh menambah menjadi 80 kali dera yang berarti 40 kali
dera sebagai had dan yang 40 kali dera sebagai takzir. Jarimah had adalah
perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancaman hukumannya
ditentukan oleh Nass al-Qur’an maupun Hadis.

Hukum khamr adalah haram, berdasarkan al-Qur’an surat al-
Maidah ayat 90 dapat dijadikan sebagai dasar pegangan dalam mencari
status hukum narkotika karena mengandung unsur (“i//af) yang sama yaitu
unsur memabukkan dan dapat menghilangkan normalitas akal pikiran,
meskipun narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada
khamr. Jadi dapat disimpulkan narkotika adalah hukumnya haram karena
sifat dan efek dari mengkonsumsi narkotika adalah sama bahkan lebih
berbahaya dibandingkan dengan khamr.

Dalam kasus ini terdakwa bisa dikatakan mengkonsumsi dan juga
melakukan jual-beli narkotika. Nakotika hukumnya haram bagi yang
memperdagangkan baik pembuat (produsen), pengedar (distributor),
pemakai, pembawa, pengirim penuang, penjual, pembeli dan bahkan uang
hasilnya.'® Sanksi bagi pelaku jual-beli narkotika dalam hukum pidana
Islam dapat digolongkan pada pidana takzir karena pelaku jual-beli
narkotika sama halnya dengan pengedar yang merupakan sebuah tindakan

yang mana dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan dapat

194 Siregar, “Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam,” 120.
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mengganggu ketentraman masyarakat. Dan dalam Islam disebutkan rukun
atau syarat jual beli yaitu dilarang memperjualbelikan barang atau
makanan yang diharamkan (najis). Sanksi takzir yaitu tindak pidana yang
hukumannya menjadi hak hakim untuk menentukannya yang bertujuan
untuk mencapat kemaslahatan umat manusia.

Kedua terdapat pendapat ulama yang membedakan antara tindak
pidana narkotika dengan jarimah syurb al-khamr, yaitu Wahbah Zuhaili
dan Dr. Ahmad al-Hasari dengan menyatakan bahwa;'%®
1. Narkotika tidak ditemukan pada masa Rasulullah.

2. Efek yang diakibatkan narkotika lebih berbahaya dari pada khamr.
3. Penggunaan narkotika tidak diminum seperti halnya khamr.

4. Jenis-jenis narkotika lebih banyak.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka pelaku tindak pidana
narkotika menurut penulis dapat dijatuhi hukuman takzir karena narkotika
tidak ada pada masa Rasulullah dan narkotika juga lebih berbahaya
daripada khamr. Dalam al-Qur’an dan Hadis juga tidak menjelaskan
mengenai  sanksi penyalahgunaan narkotika, akan tetapi hanya
menjelaskan tentang konsep dari narkotika yang memiliki kesamaan illat

dengan khamr yaitu sama-sama memabukkan.

Maka dari itu kasus penyalahgunaan narkotika dalam putusan
nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks dimana terdakwa terbukti memiliki

dan mengonsumsi narkotika golongan | bukan tanaman jenis shabu-shabu

195 |rfan, Figih Jinayah, 229.
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dengan dikenai pidana penjara selama 2 (dua) Tahun tanpa adanya pidana
denda. Menurut penulis hukuman tersebut termasuk dalam kategori
jarimah takzir karena tindak pidana narkotika dapat menimbulkan tindak
pidana lainnya yang dapat mengganggu kemaslahatan umum. Adapun
sanksi jarimah takzir ditentukan oleh Ulil amri (penguasa setempat) atau
seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menentukan

keadilan.

Jarimah takzir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan
dalam Nass al-Qur’an maupun Hadis. Hukuman takzir yaitu hukuman
yang belum ditetapkan oleh syara’ melaikan diserahkan kepada Ulil amri
(penguasa negara), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Tujuan diberikannya hukuman takzir yaitu untuk mencegah pelaku
kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari dan juga
memperbaiki pelaku kejahatan tersebut. Jadi tujuan hukuman takzir yaitu
untuk mereformasi pidana dengan fitur pencegahan.'%

Maka dari itu, menurut penulis hukuman yang diberikan terhadap
terdakwa Kahar selama 2 (dua) tahun tanpa pidana denda sudah sesuai
berdasarkan sifat rehabilitasi dari hukuman takzir. Dalam hukum islam,
hukuman tidak ditentukan sebagai siksaan kepada pelaku, tetapi sebagai
tindakan disiplin dan reformatif, tidak hanya untuk pelaku kejahatan tetapi
juga untuk masyarakat, dengan maksud untuk melindunginya dari

kejahatan dan perbuatan tercela lainnya.

1% Marli Candra, “The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology,”
Al-"Adalah 15, no. 2 (2019): 362.
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Tujuan diberikannya hukuman takzir itu sendiri terdapat empat
macam, yaitu:'%’

1. Preventif, yaitu sanksi yang telah diberikan dapat memberikan dampak
positif bagi orang lain yang tidak melakukan tindak pidana sehingga
kedepannya tidak melakukan hal yang sama.

2. Represif, yaitu sanksi yang telah diberikan dapat memberi dampak
positif terhadap pelaku sendiri supaya tidak mengulanginya lagi.

3. Kauratif, yaitu sanksi yang telah diberikan tersebut dapat membawa
perbaikan terhadap perilaku pelaku tersebut.

4. Edukatif, vyaitu sanksi yang telah diberikan tersebut mampu

menyebuhkan hasrat pelaku tindak pidana untuk mengubah pola

hidupnya ke arah yang lebih baik lagi.'*

197 Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan
Hukum Pidana Islam,” 258.
1% Ibid.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dibab-bab

sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan
nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana narkotika
golongan I.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memtuskan perkara no:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks dilihat dari fakta-fakta dipersidangan,
seperti surat dakwaan, keterangan sanksi, keterangan terdakwa dan alat
bukti. Yang mana Jaksa penuntut umum menuntut dengan dakwaan
alternatif yaitu pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 112
ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini
hakim memutuskan dengan menggunakan dakwaan yang kedua yaitu
pasal 112 ayat (1) karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini
telah terpenuhi. Dalam putusan kasus Kahar ini hakim memutuskan
menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun
tanpa adanya pidana denda sudah sesuai apabila dilihat dari aspek
yuridis, filosofis, dan sosiologis. Meskipun hal ini tidak melanggar
hukum acara pidana itu sendiri akan tetapi menciptakan ketidak pastian

hukum dan melanggar asas legalitas khususnya nulia poena sine lege
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artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang sesungguhnya tidak
hanya mensyaratkan bahwa ketentuan pidana harus tercantum dalam
undang-undang, namun juga mensyaratkan penjatuhan pidana harus
berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi dalam hal ini
hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan hukuman dibahwa
minimal berdasarkan hal-hal yang meringankan dan juga yang
memberatkan.

. Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap
pertimbangan Hakim dalam putusan nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana narkotika golongan
l.

Narkotika dalam hukum Islam digiyaskan dengan khamr karena
sama-sama dapat menghilangkan akal akan tetapi narkotika lebih
berbahaya dari pada khamr. Sanksi bagi terdakwa Kahar dalam kasus
penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2
(dua) tahun apabila dianalisis dalam hukum pidana islam termasuk
dalam kategori jarimah takzir karena akibat dari penyalagunaan
narkotika lebih berbahaya dari pada jarimah syurb al-khamr, narkotika
juga tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun Hadis dan tidak terdapat
pada masa Rasulullah. Tindak pidana narkotika juga dapat
menimbulkan tindak pidana lainnya yang dapat mengganggu
kemaslahatan masyarakat umum. Di mana sanksi untuk jarimah takzir

diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim setempat.
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B. Saran

1. Hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara
diharapkan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-
undang demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dan juga
supaya tidak terjadi tindak pidana yang sama dikemudian hari karena
ringannya sebuah hukuman.

2. Untuk remaja atau pelajar diharapkan mampu menjauhkan diri dari
segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba untuk kebaikan diri
sendiri dan untuk menjaga masa depan kita yang begitu berharga. Dan
untuk para orang tua senatiasa menjaga dan melindungi anak-anak dari
narkotika supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Dan untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) supaya terus
melakukakan program pemberantasan narkotika dan juga terus
memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahayanya

narkotika terhadap diri sendiri.
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